
POHON KINERJA BAPELITBANG KOTA BUKITTINGGI

KEPALA BAPELITBANG

SS.1 Terwujudnya perencanaan pembangunan Partisipatif 

SS.2 Terwujudnya sinergitas Dokumen perencanaan pembangunanperencanaan 

pembangunan

SS.3 Pemanfaatan Hasil Riset dalam Penyusunan  Dokumen Perencanaan

IK.1 Indeks Partisipasi Perencanaan

IK.2 Persentase Program Prioritas Perencanaan 5 Tahunan yang dijabarkan dalam 

Perencanaan 

IK.3 Persentase Hasil Riset yang digunakan dalam Penyusunan Dokumen 

Perencanaan 

SEKRETARIAT 1
BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

PEMBANGUNAN DAERAH
2

BIDANG PEREKONOMIAN, SUMBER DAYA ALAM, INSFRASTRUKTUR DAN 

KEWILAYAHAN
3 BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA 4 BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

SS.1 Meningkatnya sinergitas dokumen perencanaan tahunan dengan dokumen 

dokumen sektoral dan spasial Bapelitbang
SS.1 Meningkatnya keterwakilan Usulan stakeholder dalam musrenbang

SS.1 Meningkatnya sinergitas dok perencanaan tahunan dengan dokumen dok 

sektoral dan spasial bidang Perekonomian Sumber Daya Alam

SS.1 Meningkatnya sinergitas dok perencanaan tahunan dengan dokumen dok sektoral dan 

spasial bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
SS.1 Meningkatnya riset terhadap program strategis daerah

SS.2 Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Perencanaan
IK.1 Persentase Usulan Pemangku Kepentingan Yang Diakomodir Dalam 

Dokumen

IK.1 Dokumen Perencanaan tahunan memperhatikan Dok Sektoral dan Spasial  

bidang Perekonomian Sumber Daya Alam dan Infrastruktur

IK.1 Dokumen Perencanaan tahunan memperhatikan Dok Sektoral dan Spasial  bidang 

Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
IK.1 Jumlah riset terhadap program strategis daerah

SS.3 Meningkatnya Akuntabilitas Bapelitbang
SS.2 Penerapan Metode Perencanaan Partisipatif dalam Perencanaan 

Pembangunan

SS.2 Meningkatnya keterpaduan antar Program Pembangunan bidang 

Perekonomian Sumber Daya  Alam dan Infrastruktur

SS.2 Meningkatnya keterpaduan antar Program Pembangunan bidang Pemerintahan dan 

Pembangunan Manusia
SS.2 Meningkatnya Kualitas riset daerah 

IK.1 Dokumen Perencanaan tahunan memperhatikan Dokumen Sektoral dan 

Spasial Bapelitbang
IK.2 Adanya Penerapan Metode Partisipatif dalam Musrenbang

IK.2 Penyusunan program kegiatan memperhatikan keterkaitan antar proram 

kegiatan bidang Perekonomian Sumber Daya Alam dan Infrastruktur

IK.2 Penyusunan program kegiatan memperhatikan keterkaitan antar proram kegiatan  

bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

IK.2 Persentase hasil riset riset yang dapat digunakan dalam program Perencanaan 

pembangunan 

IK.2 Persentase Aparatur yang memiliki Sertifikat Perencanaan

IK.3 Nilai AKIP

PROGRAM: PROGRAM: PROGRAM: PROGRAM: PROGRAM:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Program perencanaan pembangunan daerah 1. Program perencanaan pembangunan ekonomi 1. Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Penelitian dan Pengembangan Untuk Menunjang Pemerintahan dan Pembagunan

2. Program peningkatan disiplin aparatur 2. Program pengembangan data/informasi 2. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 2. Perencanaan Sosial Budaya

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

SUB BIDANG PERENCANAAN SUBID PERENCANAAN DAN PENDANAAN SUBID PEREKONOMIAN SUBID PEMERINTAHAN UMUM SUBID INOVASI DAN TEKNOLOGI

SS.1 Meningkatnya Sinergitas antar Dokumen Perencanaan Bapelitbang SS.1.1 Meningkatnya keterwakilan stakeholder dalam Musrenbang
SS.1 Meningkatnya penguasaan dokumen Sektoral dan Spasial bagi stakeholder 

perencana bidang Koperasi, UMKM dan Perdagangan

SS.1 Meningkatnya penguasaan dokumen Sektoral dan Spasial bagi stakeholder perencana 

bidang pemerintahan umum 
SS.1 Meningkatnya inovasi SKPD

SS.2 Meningkatnya Nilai SAKIP Bapelitbang
IK.1 1. Jumlah kelurahan yang melaksanakan musrenbang menghadirkan 

minimal 10 unsur

IK.1 Jumlah Dokumen Sektoral dan Spasial yang ditelaah dalam penyusunan 

Dokumen Perencanaan pada bidang Koperasi, UMKM dan Perdagangan

IK.1 Jumlah Dokumen Sektoral dan Spasial yang ditelaah dalam penyusunan Dokumen 

Perencanaan bidang pemerintahan umum
SS.2 Meningkatnya Implementasi kebijakan hasil inovasi daerah

SS.3 Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Perencana
SS.1.2 Meningkatnya kesempatan menyampaikan usulan bagi stakeholder 

dalam pelaksanaan musrenbang

SS.2 Meningkatnya intensitas koordinasi pembangunan bidang Koperasi, UMKM 

dan Perdagangan
SS.2 Meningkatnya intensitas koordinasi pembangunan bidang pemerintahan umum IK.1 Persentase SKPD yang memiliki inovasi

IK.1 Persentase Program Kegiatan Bapelitbang yang sinergi antara Renstra,Renja 

dan RKPD

IK.1.2 Jumlah Kelurahan dan Kecamatan yang seluruh stakeholder 

menyampaikan usulan

IK.2 Jumlah Program Pembangunan Prioritas yang dilakukan pembahasan 

terintegrasi bidang Koperasi, UMKM dan Perdagangan

IK.2 Jumlah Program Pembangunan Prioritas yang dilakukan pembahasan terintegrasi 

bidang pemerintahan umum
IK.2 Jumlah Inovasi Daerah terapan yang difasilitasi

IK.2 Nilai AKIP
SS.2 Meningkatnya kemampuan Kelurahan dan Kecamatan dalam 

melaksanakan musrenbang yang partisipatif

IK.3 Persentase Aparatur yang memiliki Sertifikat Perencanaan
IK.2 Jumlah Kelurahan dan Kecamatan yang melaksakan musrenbang yang 

partisipatif

KEGIATAN: KEGIATAN: KEGIATAN: KEGIATAN: KEGIATAN:

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana dan Peneliti 1. Penyusunan Rancangan dan Penetapan RKPD Kota Bukittinggi 1. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Pemerintahan 1. Penguatan Sistem Inovasi Daerah

2. Bintek Penyusunan Dokumen Perencanaan 2. Penyusunan Perubahan RKPD Kota Bukittinggi 2. Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif 2. Pembinaan Teknis Kota Sehat
2. Penguatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) 

Kota Bukittinggi

3. Penyusunan KUA PPAS Kota Bukittinggi 3. Koordinasi Komisi Irigasi 3. Penyusunan Kalender Penyelenggaraan Pemerintah

4. Penyusunan KUPA PPAS Perubahan Kota Bukittinggi 

5. Koordinasi Perencanaan Kinerja Pembangunan Daerah

SUB BIDANG KEUANGAN SUBID PENGENDALIAN , EVALUASI DAN PELAPORAN SUBID INSFRASTRUKTUR DAN PENATAAN RUANG SUBID SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEBUDAYAAN SUBID SOSIAL DAN PEMERINTAHAN

SS.1 Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Bapelitbang
SS.1 Meningkatnya penguasaan dokumen Sektoral dan Spasial bagi 

stakeholder perencana

SS.1 Meningkatnya penguasaan dokumen Sektoral dan Spasial bagi stakeholder 

perencana bidang infrastruktur dan penataan ruang

SS.1 Meningkatnya penguasaan dokumen Sektoral dan Spasial bagi stakeholder perencana 

bidang SDM dan kebudayaan

SS.1 Meningkatnya Kerjasama Riset dan Penelitian Terhadap Program Strategis Daerah 

Bidang Sosial dan Pemerintahan

IK.1 Laporan Keuangan disusun tepat waktu
IK.1 Jumlah Dokumen Sektoral dan Spasial yang ditelaah dalam 

penyusunan Dokumen Perencanaan

IK.1 Jumlah Dokumen Sektoral dan Spasial yang ditelaah dalam penyusunan 

Dokumen Perencanaan bidang infrastruktur dan penataan ruang

IK.1 Jumlah Dokumen Sektoral dan Spasial yang ditelaah dalam penyusunan Dokumen 

Perencanaan bidang SDM dan kebudayaan

IK.1 Jumlah Kerjasama Riset dan Penelitian Program Strategis Daerah bidang sosial dan 

pemerintahan

IK.2 Tingkat Kebenaran Laporan Keuangan SS.2 Meningkatnya intensitas koordinasi pembangunan 
SS.2 Meningkatnya intensitas koordinasi pembangunan bidang infrastruktur dan 

penataan ruang
SS.2 Meningkatnya intensitas koordinasi pembangunan bidang SDM dan kebudayaan SS.2 Meningkatnya kualitas rancangan Riset  Bidang Sosial dan Pemerintahan

IK.1 Jumlah Program Pembangunan Prioritas yang dilakukan pembahasan 

terintegrasi

IK.2 Jumlah Program Pembangunan Prioritas yang dilakukan pembahasan 

terintegrasi bidang infrastruktur dan penataan ruang

IK.2 Jumlah Program Pembangunan Prioritas yang dilakukan pembahasan terintegrasi 

bidang SDM dan kebudayaan
IK.2 Jumlah Rancangan Riset yang memenihi Standar bidang sosial dan pemerintahan

KEGIATAN: KEGIATAN: KEGIATAN: KEGIATAN:

1. Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan 1. Review dan Sinkronisasi RPIJM Kota Bukittinggi 1. Koordinasi Pengurustamaan Gender (PUG) Kota Bukittinggi 1. Penyusunan Indek Partisipasi Masyarakat

2. Koordinasi Pengelolaan data AMPL Berbasis Rumah Tangga 
2. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Sumber Daya 

Manusia
2. Penyusunan Profil Daerah dan Profil Kepala Daerah

SUB BIDANG UMUM DAN KEPEGAWAIAN SUBID DATA DAN INFORMASI SUBID SUMBER DAYA ALAM, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEWILAYAHAN SUBID KESEJAHTERAAN SOSIAL SUBID EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

SS.1 Meningkatnya Layanan Kepegawaian
SS.1 Meningkatnya penguasaan dokumen Sektoral dan Spasial bagi 

stakeholder perencana

SS.1 Meningkatnya penguasaan dokumen Sektoral dan Spasial bagi stakeholder 

perencana bidang sumber daya alam, lingkungan hidup dan kewilayahan 

SS.1 Meningkatnya penguasaan dokumen Sektoral dan Spasial bagi stakeholder perencana 

bidang kesejahteraan sosial

SS.1 Meningkatnya Kerjasama Riset dan Penelitian Terhadap Program Strategis Daerah 

Bidang Ekonomi dan Pembangunan

SS.2 Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perkantoran
IK.1 Jumlah Dokumen Sektoral dan Spasial yang ditelaah dalam 

penyusunan Dokumen Perencanaan

IK.1 Jumlah Dokumen Sektoral dan Spasial yang ditelaah dalam penyusunan 

Dokumen Perencanaan  bidang sumber daya alam, lingkungan hidup dan 

kewilayahan 

IK.1 Jumlah Dokumen Sektoral dan Spasial yang ditelaah dalam penyusunan Dokumen 

Perencanaan  bidang kesejahteraan sosial

IK.1 Jumlah Kerjasama Riset dan Penelitian Program Strategis Daerah bidang ekonomi 

dan pembangunan

IK.1 Persentase penyelesaian dan pengurusan Dokumen Kepegawaian ASN SS.2 Meningkatnya intensitas koordinasi pembangunan 
SS.2 Meningkatnya intensitas koordinasi pembangunan bidang sumber daya alam, 

lingkungan hidup dan kewilayahan 
SS.2 Meningkatnya intensitas koordinasi pembangunan bidang kesejahteraan sosial SS.2 Meningkatnya kualitas rancangan Riset Bidang Ekonomi dan Pembangunan

IK.2 Persentase Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana perkantoran yang 

cukup dan dalam kondisi baik

IK.1 Jumlah Program Pembangunan Prioritas yang dilakukan pembahasan 

terintegrasi

IK.2 Jumlah Program Pembangunan Prioritas yang dilakukan pembahasan 

terintegrasi bidang bidang sumber daya alam, lingkungan hidup dan kewilayahan 

IK.2 Jumlah Program Pembangunan Prioritas yang dilakukan pembahasan terintegrasi 

bidang kesejahteraan sosial

IK.2 Jumlah Rancangan Riset yang memenihi Standar bidang ekonomi dan 

pembangunan

KEGIATAN: KEGIATAN: KEGIATAN: KEGIATAN: KEGIATAN:

1. Penyediaan jasa surat menyurat 1. Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD 2021-2026 1. Review dan Sinkronisasi RPIJM Kota Bukittinggi 1. Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan 1. Penyusunan KLHS RPJMD

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2. Penyajian Informasi dan Data Statistik Perencanaan Pembangunan 2. Koordinasi Pengelolaan data AMPL Berbasis Rumah Tangga 2. Penyusunan Indikator Kemiskinan 2. Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan 2021-2025

3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan

4. Penyediaan jasa kebersihan kantor

5. Penyediaan alat tulis kantor 

6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 

8. Penyediaan makanan dan minuman 

9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 

10. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

11. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

12. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 

KEPALA BADAN PERENCANAAN, 

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BUKITTINGGI

RISMAL HADI, SSTP.M.Si

NIP. 197605161996031004


